GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Menimbang:

Mengingat:

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dalam rangka menghindari konflik kepentingan dan
untuk optimalisasi peran Badan Pengawas Rumah Sakit
Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan non teknis perumahsakitan, perlu dilakukan
perubahan terhadap ketentuan mengenai keanggotaan Badan
Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 39 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit

Provinsi Jawa Timur;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

3. Undang-undang
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Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 Badan
Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5428);

Peraturan Presiden Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56
Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/
X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2015

tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN




Menetapkan :
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA
TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 39 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit
Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2015 Nomor 39 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur:
a. Pemerintah Provinsi;
b. asosiasi perumahsakitan,;
c. organisasi profesi bidang kesehatan; dan
d. tokoh masyarakat.
(2) Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diwakili oleh anggota PERSI.
(3) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diwakili oleh anggota IDI

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari
1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak
4 (empat) orang anggota.

(2) Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat
pleno anggota.

(3) Untuk menghindari konflik kepentingan, Ketua BPRS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dijabat

oleh anggota BPRS dari unsur asosiasi perumahsakitan.

Pasal II



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 September 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR
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KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 16 September 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd
JEMPIN MARBUN, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 53 SERI E.



